BAB |
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum®. Semua orang diberlakukan

atan S@il semal*serlng t*adl B sasaraly go
§M A\I\R mﬁapl jug ak-anak yang

bahkan belum men§e BRiang seksual.

Banyak hal yang mempengaruhi kejadian ini semakin meningkat. Dari
pengaruh minum keras, dendam, penyalahgunaan media sosial, penyalahgunaan
narkoba dan sebagainya, yang berakibat pada ketidak stabilan emosi sehingga
memicu kejadian tersebut. Indonesia Kkini tengah darurat Tindak Kejahatan
Seksual, sehingga pemerintah di tuntut untuk bersikap tegas dalam menyikapi
kejadian ini, baik dengan memproduksi regulasi baru hingga memaksimalkan

pengaplikasian Undang -undang yang ada.

'Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)



Perempuan dan anak terus saja terdesak untuk terus waspada.Mereka terus
saja terancam oleh mereka yang dapat disebut predator seks.Bukan hanya
mengincar kehormatan terkadang nyawa pun seakan tidak berharga. Pertanyaan
terus saja muncul, sebenarnya apa yang salah ?pelaku terdahulu telah di hukum
sebagaimana hukum menuntutnya. Peredaran Minuman keras dan narkoba yang di
alalrss ayebabkan tindakan kekerasan
pit oleh pemerintah d ggaskan aturan tentang
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DalaMm No. 2 %2 dalamﬁsa@ ering@h dan lembaga
negara lainnya kewajiban dAan ung jawab uk memberikan
perlindungan khusus kepdtiaagh S, j .1 yang berhadapan
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi
secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak

korban perlakuan salah dan penelantaran.”’Menjadi salah satu amanat yang

diberikan kepada pemerintah untuk dijalankan.



Melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh
Presiden Indonesia tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas dalam pasal 81,

pasal tambahan 81A, pasal 82, dan pasal tambahan 82A, menyatakan hukuman

karena efek sa cara me imi
disuntikan bertujuaisembuk .u- ead Dan untuk jangka
panjang, akan berakibat hilangnya hormon sekunder laki — laki yang kemudian

akan memunculkan sisi kewanitaan. Seperti payudara yang dapat membesar.

Di satu sisi hukuman ini dianggap efektif untuk membuat jera para pelaku
kejahatan seksual, setelah hukuman kurungan tidak cukup untuk membuat para
pelaku jera. Disisi lain, ada pihak yang berpendapat bahwa hukuman kebiri bukan
hanya berdampak secara sosial karena cara ini memiliki efek samping, seperti
osteoporosis, perubahan kesehatan jantung, kadar lemak darah, tekanan darah, dan

gejala yang menyerupai menopause perempuan, akan tetapi secara tidak langsung


http://news.liputan6.com/read/2504294/jokowi-setujui-perppu-kebiri-penjahat-seksual

hukuman kebiri ini akan membunuh pelaku secara perlahan. Dan kebijakan
pemerintah kembali didipertanyakan, sebab terlihat mengesampingkan HAM
pelaku kejahatan.Di luar dari pro-kontra yang masih diperdebatkan, kebijakan

pemerintah telah menjadi peraturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warga

Negara. Karena pada kenyataannya HAM setiap orang bukan hanya pelaku,akan




B. RumusanMasalah
Dari latar belakangdiatas, penulis menarik garis besar persoalan yang akan

dijadikan sebagai pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tindak kejahatan seksual ?

e

tindakan kgke 3 3 hubungan

berupa hub{1@g dllﬁkan olel’l*kl laki dap pe

O‘Ian aft berbagai aspek

hukum nasional, - A ! . ftosef) pengertian  perkosaan.

Bismar S

Perkosaan dimaksudkan sebagai pemaksaan kehendak seseorang pada umumnya

pria, tetapi bukan mustahil juga wanita kepada orang lain.?

Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa
hubungan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki

terhadap perempuan dengan kondisi :

2Topo Santoso.1997. Seksualitas dan Hukum Pidana,Jakarta. Ind-Hill Co,hlm 33

*Bismar Siregar,1986,Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum
Nasional.Jakarta.Rajawali,hIm. 137



1.Tidak ada kehendak persetujuan perempuan
2.Dengan “persetujuan” perempuan namun dibawah ancaman
3.Dengan “persetujuan” perempuan namun dibawah penipuan
Dikatakan bahwa perkosaan (rape) dalam hukum adalah suatu perbuatan

yang bertentangan dengan hukum dimana terjadi perstubuhan tanpa adanya

perkosaan,

berpakaiap

, meng“akan hub‘%gan ke@} di lua

tindak kejahatan pemerkosaa
pelaku pemerkosaan.
Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut

pandang, yaitu :

*Topo Santoso,Op.Cit,hIm.33

*Tanpa nama,Kriminalitas meningkat hukum Indonesia gagal melindungi
rakyat,http:/Hukum.kompasiana.com/2012/02/05/kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-
gagalmelindungi-rakyatnya/ diakses 03-03-2015, pkl. 10.00

®Kitab Undang — undang hukum pidana



Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbatan
yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang -
undang.

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah

perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga

yaitu perhye #gan dengan keadilan, t as

karena faktoNgRgpomi, a@aM aingan, den “Qagau &
sur unsur kAatR ydng harus digéguhi untuk dapat

1. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan kerugian
bagi orang lain.

2. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur di dalam kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

3. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.

"Siti soetami,Pengantar Tata Hukum indonesia,Bandung:PT Refika Aditama,64-65

¥Soerjono Soekanto,2012,Sosiologi suatu Pengantar,jakarta:Kharisma Putra UtamaOffset,hal.321



4. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan
maksud jahat atau niat jahat.

5. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang
diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan.

6. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang mengancam

perbuatan tersebut.

\QRSi HL’&]@Keb*dalam ya p, han tigfak kejahatan
seksual bera eradaanM A1 RD Atﬁ A i
Indonesia.Banyak :

eksistensinyatidak terlihat. Hal ini lah yang akan dibahas lebih lanjut dalam

penelitian ini.



D. Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian tentang Pengujian Eksistensi Hukuman
Kebiri dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 sebagai tindakan nyata

Pemerintah dalam menyikapi kejahatan Seksual terhadap anak adalah

1. Untuk mengetahui hakikat tindak pidana kejahatan seksual

F. MetodePenelitidg

Metode

digunakanuntukmenggaliinformasiatau data tentangapa Yyang diteliti.Jenis

penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian

HukumYuridis Normatif. Adapun rangkaian isi dari penelitian Hukum Yuridis

Normatif yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data yang digunakan penulis berupa data sekunder yang akan
digunakan, yaitu meliputi

a. Bahan hukum primer, yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 17

Tahun 2016.



b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-undang
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tahun2002 tentang perlindungan anak, serta dari referensi lainnya

(misalnya, buku literature dan informasi yang diakses melalui internet).

2. Metode Pendekatan ya3 ‘—-,mllf-.Aﬁnm metode pendekatan undang-

undang. Pendekatah #engan mengumpulkan undan@s&pdang yang berkaitan

dengan

beberapa

G. Sistematika Penulisan
1. Bagian Awal :

a. Halaman Judul ( Cover)
b. Halaman Pengesahan
c. Halaman Judul
d. Halaman Persembahan
e. Motto
f. Abstrak

g. Kata Pengantar
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h. Daftar Isi
2. Bagianlsi:
A. BAB | PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

b. Rumusan Masalah

PA N PEMBAHASAN

ala wtau mformﬁh“gtla
ditafsifkah, dlkaltk

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang di jabarkan

, dianalisis,

dalam BAB IIl. Serta berisi saran apa yang yang dapat di bagikan
untuk kedepannya nanti.
3. Bagian Akhir :
a. Daftar Pustaka

b. Lampiran
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